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Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi keberadaan androgini dan persepsi masyarakat terhadap
individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar. Androgini,
yang didefinisikan sebagai individu dengan karakteristik atau penampilan fisik yang tidak
memihak pada jenis kelamin tertentu, sering menghadapi tantangan sosial dan kesehatan yang
serius. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang menggabungkan analisis teks
hukum dengan pengumpulan dan analisis data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
androgini sering mengalami perilaku tidak adil dan diskriminatif, termasuk kekerasan fisik,
verbal, dan psikologis, serta diskriminasi dari lembaga-lembaga publik. Mereka juga mengalami
tekanan psikologis dan penolakan dari keluarga dan masyarakat. Sebagai akibatnya, banyak dari
mereka terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Dalam konteks ini, responden androgini mengekspresikan kebutuhan mereka akan perlindungan
hukum yang komprehensif. Mereka berharap untuk diperlakukan sama di masyarakat, memiliki
akses tanpa diskriminasi ke layanan publik, dan merasa aman dari gangguan dan ancaman. Dalam
pembahasan, penelitian ini menyoroti perlunya tindakan tegas dari pemerintah Kota Makassar
untuk melindungi hak-hak androgini, mengatasi diskriminasi, dan memastikan keamanan dan
kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang
perlindungan hukum yang diperlukan untuk individu androgini dalam konteks pekerjaan seks
komersial di Kota Makassar.

Kata Kunci: Androgyny, Perlindungan Hukum.
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PENDAHULUAN

Androgini adalah istilah yang menggambarkan karakteristik atau penampilan fisik yang tidak
jelas atau tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, yaitu tidak terlihat jelas sebagai laki-laki atau
perempuan. Secara medis, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan kondisi dimana seseorang
memiliki kadar hormon seksual yang kurang jelas atau tidak stabil, sehingga menimbulkan ciri-ciri
fisik yang kurang jelas antara laki-laki dan perempuan. Namun, istilah androgini seringkali lebih
banyak digunakan dalam konteks sosial dan budaya, yang mencakup penampilan, gaya hidup,
perilaku, dan karakteristik kepribadian yang tidak memihak pada jenis kelamin tertentu, dan dapat
mencakup laki-laki, perempuan, maupun orang non-biner atau genderqueer (Feelsafat, 2021).

Menurut data statistik yang dimiliki Persatuan Androgini Republik Indonesia, jumlah Androgini
yang terdata dan memiliki Kartu Tanda Penduduk mencapai 3.887.000 jiwa pada tahun 2007. Survei
kualitas hidup Androgini di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Universitas Atma Jaya Jakarta pada tahun 2016 menunjukkan bahwa estimasi jumlah
Androgini di Indonesia pada 2011 adalah sekitar 38.000 orang dan mengalami peningkatan hampir 30
persen bila dibandingkan dengan data yang tersedia. Artikel dari TribunNews.com pada tahun 2015
menyebutkan bahwa terdapat sekitar tujuh juta Androgini di Indonesia dan terus mengalami
pertumbuhan setiap tahun. Artikel dari detikNews pada tahun 2013 menyebutkan bahwa berdasarkan
data, jJumlah Androgini seluruh Indonesia mencapai 7 juta orang. Dari pernyataan-pernyataan tersebut,
dapat disimpulkan bahwa jumlah Androgini di Indonesia masih cukup besar dan terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya.

Androgini dalam tatanan integrasi kehidupan manusia harus diatur agar tidak menimbulkan
penyimpangan dalam undang-undang no.1 ayat (1) Pasal 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999
menyatakan, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga diperlukan Perlindungan hukum sama di
depan hukum dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UU HAM No. 39 Tahun 1999. Munculnya
pekerja seks komersial merupakan konsekuensi dari berbagai konsekuensi kekinian. Kebutuhan hidup
Pekerja seks komersial androgini disertifikasi secara legal berdasarkan identitas pribadi dan
biologisnya, sama seperti laki-laki pada umumnya (Kusumawati, 2021).

Keberadaan androgini ini sering terpinggirkan oleh masyarakat terutama di Kota Makassar dan
membuat androgini sulit mendapat pekerjaan yang layak. Sehingga banyak dari mereka menjadi
pekerja seks komersial (PSK) untuk menyambung hidup. Salah satu kasus yang ditemukan oleh tim
Dinas Sosial Kota Makassar, yang berhasil mengamankan dua androgini masing-masing dengan
pasangannya. Keempatnya tengah berbuat asusila di daerah sekitar pemakaman Panaikang Kota
Makassar kasus ini terjadi pada 19 Mei 2019. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti yang dilakukan
pada tanggal 18 februari 2023 aktivitas tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Fenomena tersebut
jelas telah melanggar etika dan nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat kota makassar. Namun
pemerintah kota makassar belum melakukan tindakan tegas untuk mengatasi hal tersebut
(Rakyatku.com, 2019).

Institute for Criminal Justice Reform ICJR dalam pernyataan tertulisnya menyatakan setidaknya
ada dua hal yang memicu terus maraknya penganiayaan terhadap kelompok minoritas seksual.
“Pertama, tidak ada keseriusan dari negara untuk menindak tegas segala bentuk propaganda kebencian
yang ditujukan terhadap kelompok minoritas tersebut sehingga membuat konflik horizontal dalam
masyarakat semakin menguat dan tidak terkendali. Kedua, banyaknya peraturan-peraturan daerah yang
bersifat diskriminatif atau yang secara langsung menyudutkan kelompok minoritas seksual sebagai
kelompok yang terpinggirkan seakan-akan melegitimasi perlakuan-perlakuan masyarakat yang
mengarah pada kekerasan terhadap kelompok minoritas seksual. Oleh karena itu, penelitian ini
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dilakukan untuk menemukan model perlindungan hukum yang komprehensif bagi individu androgini
yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial, untuk dijadikan acuan evaluasi bagi pemerintah Kota
Makassar untuk membuat peraturan daerah terkait keberadaan androgini yang bekerja sebagai pekerja
seks komersial, untuk mengetahui masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan androgini sebagai
manusia yang dapat direndahkan dalam kesehariannya baik dari segi sosial dan kesehatan yang dapat
memunculkan konflik hingga bahaya terhadap anak yang berinteraksi secara langsung maupun tidak
langsung (Simanjuntak dan Afrido, 1997).

METODE PENELITIAN

Penelitian gabungan, atau mixed-methods research, adalah jenis penelitian yang
menggabungkan elemen-elemen dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Pendekatan
ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau
topik penelitian dengan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan masing-masing jenis penelitian.
Penelitian gabungan mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif secara
bersamaan atau secara berurutan. Ini memungkinkan peneliti untuk menjawab berbagai pertanyaan
penelitian dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tersebut. Lokasi penelitian ini
dilakukan di wilayah JI. Taman Makam Pahlawan, Paropo, Kec. Makassar, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan. Peneliti memilih wilayah tersebut karena dianggap sebagai representatif dari eksistensi self-
disclosure androgini di Kota Makassar yang dikenal banyak kalangan. Hasil penelitian disimpulkan
dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Peneliti menyajikan hasil penelitian secara
jelas dan ringkas, membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya, dan
memberikan interpretasi hasil penelitian yang komprehensif. Sehingga penarikan kesimpulan dari
penelitian dilakukan secara sistematis dan metodis, sehingga penelitian yang diperoleh dapat dikatakan
akurat dan terpercaya. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas
tentang keberadaan dan pandangan masyarakat terhadap androgini.

PEMBAHASAN

1. Masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan androgini sebagai manusia yang dapat Di
rendahkan dalam kesehariannya baik dari segi sosial dan kesehatan yang dapat
memunculkan konflik.

60 responden androgini berhasil untuk ditemui dan dijadikan subjek penelitian. sebanyak 37
(62%) di antaranya secara konsisten mengungkapkan pengalaman mereka yang pahit terkait dengan
perilaku tidak adil dan diskriminatif yang mereka alami. Terlihat bahwa androgini seringkali menjadi
korban kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Pemukulan, penyerangan, atau penganiayaan fisik
merupakan ancaman yang nyata dalam kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga sering menghadapi
perlakuan kasar, penghinaan, ejekan, atau pelecehan verbal yang merendahkan martabat mereka. Tidak
hanya itu, tekanan psikologis yang mereka alami sangat mengkhawatirkan, dengan intimidasi,
pengucilan sosial, diskriminasi, atau penolakan dari keluarga, teman, atau masyarakat umum menjadi
beban yang sangat berat. Pada tingkat yang lebih luas, mereka juga menghadapi diskriminasi dan
perlakuan tidak adil dari lembaga-lembaga publik, termasuk aparat kepolisian, sistem peradilan, atau
lembaga pemerintah lainnya.

2. Model Perlindungan Hukum yang komprehensif bagi individu androgini yang berprofesi
sebagai Pekerja seks komersial

60 responden androgini berhasil untuk ditemui dan dijadikan subjek penelitian. sebanyak 48 (80
%) di antaranya secara konsisten mengungkapkan membutuhkan perlindungan hukum berupa
keamanan dan jaminan untuk diperlakukan sama di lingkungan sosial dan mampu mengakses layanan
publik tanpa di diskrimanasi. Dari semua temuan ini, terlihat dengan jelas bahwa perlindungan dan
pemajuan hak asasi manusia androgini sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar menjadi
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sangat penting. Hal ini menggarisbawahi perlunya tindakan nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi
diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak mereka. Kebijakan dan langkah-langkah konkret harus
diambil untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka, serta memastikan akses yang sama
terhadap layanan publik untuk androgini. langkah yang kemudian menjadi solusi nyata agar androgini
mendapatkan perlindungan hukum yakni dengan menciptakan aplikasi "GuardShield: Protecting
Minorities".

"GuardShield" adalah aplikasi seluler inovatif yang dirancang untuk memberikan dukungan dan
perlindungan hukum kepada kelompok minoritas yang mungkin menjadi korban kekerasan dan
diskriminasi di lingkungannya. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang aman dan
terpercaya bagi mereka yang memerlukan perlindungan hukum dan bantuan dalam menghadapi situasi
yang tidak aman.

Fitur Utama yang terdapat dalam aplikasi ini (1) Laporan Kekerasan, Pengguna dapat dengan
mudah melaporkan insiden kekerasan, pelecehan, atau diskriminasi yang mereka alami dengan
mengisi formulir laporan yang disesuaikan. Laporan ini akan dikirim secara langsung ke pihak
berwenang yang relevan; (2) Peta Keamanan, Aplikasi menyediakan peta interaktif yang menunjukkan
daerah-daerah yang mungkin berisiko tinggi bagi kelompok minoritas. Hal ini membantu pengguna
untuk menghindari daerah berisiko atau meningkatkan kewaspadaan mereka; (3) Konseling dan
Dukungan, "GuardShield" memiliki fitur layanan konseling dan dukungan emosional. Pengguna dapat
terhubung dengan profesional yang bersedia mendengarkan dan memberikan saran; (4) Informasi
Hukum, Aplikasi ini memberikan akses ke informasi hukum yang relevan bagi kelompok minoritas.
Pengguna dapat memahami hak-hak mereka dan tahu apa yang dapat dilakukan dalam situasi tertentu;
(5) Komunitas Dukungan, Pengguna dapat bergabung dengan komunitas dukungan di dalam aplikasi,
di mana mereka dapat berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain, dan berkolaborasi
untuk mencari solusi; (6) Notifikasi Darurat, Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan
notifikasi darurat secara cepat kepada kontak darurat mereka jika mereka berada dalam bahaya atau
memerlukan bantuan segera.

Keunggulan Aplikasi "GuardShield: Protecting Minorities” (1) Keamanan dan Anonimitas,
Aplikasi ini menjamin kerahasiaan dan anonimitas pengguna. Laporan dan informasi pribadi dijaga
dengan ketat; (2) Kolaborasi dengan Pemerintah, "GuardShield" bekerja sama dengan pihak
berwenang dan lembaga pemerintah terkait untuk memastikan laporan segera ditindaklanjuti; (3)
Pendidikan dan Kesadaran, Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pendidikan dan kesadaran untuk
memerangi stereotip dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas; (4) Dukungan Multibahasa,
"GuardShield" tersedia dalam beberapa bahasa untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas.

Aplikasi "GuardShield" bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan
mendukung bagi kelompok minoritas, serta memberikan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.
Model Perlindungan Hukum dengan Upaya ini harus melibatkan kerjasama antara pemerintah,
masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk mencapai tujuan tersebut dan menghapuskan
diskriminasi terhadap androgini di masyarakat, Hal ini sejalan dengan model perlindungan hukum
berdasarkan Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil C.S.T Kansil menerangkan bahwa
perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum
untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun.

KESIMPULAN

Androgini yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kota Makassar menghadapi tantangan
sosial dan kesehatan serius. Mereka sering menjadi korban berbagai bentuk diskriminasi dan
kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, serta diskriminasi dari lembaga-lembaga
publik. Mereka juga mengalami tekanan psikologis dan penolakan dari keluarga dan masyarakat.
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Sebagai hasilnya, banyak dari mereka terpaksa menjadi pekerja seks komersial untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Androgini yang menjadi subjek penelitian mengungkapkan kebutuhan
mereka akan perlindungan hukum yang komprehensif. Mereka berharap untuk diperlakukan sama di
masyarakat, memiliki akses tanpa diskriminasi ke layanan publik, dan merasa aman dari gangguan dan
ancaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang lebih kuat dan tindakan tegas dari pemerintah
Kota Makassar diperlukan untuk melindungi hak-hak androgini, mengatasi diskriminasi, dan
memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi untuk menciptakan aplikasi seluler
inovatif yang disebut "GuardShield: Protecting Minorities.” Aplikasi ini dirancang untuk memberikan
dukungan dan perlindungan hukum kepada kelompok minoritas, termasuk androgini, yang mungkin
menjadi korban kekerasan dan diskriminasi di lingkungannya. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur,
termasuk pelaporan kekerasan, peta keamanan, konseling dan dukungan, informasi hukum, komunitas
dukungan, dan notifikasi darurat. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan
mendukung bagi kelompok minoritas, perlindungan hukum yang lebih baik, serta aplikasi inovatif
seperti "GuardShield,” perlu melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-
lembaga terkait. Kesimpulannya, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang perlindungan
hukum yang diperlukan untuk individu androgini yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial di
Kota Makassar.
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